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UDAH hampir satu
tahun kita dan dunia
dilanda wabah virus
corona (Covid-19) yang entah
kapan akan berakhirnya.
Berbagan upava telah di-
lakukan, baik berupa edukasi,
imbauan untuk hidup sehat,
penerapan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB), dan
upava lainnva. Semuanyva di-
lakukan untuk mencegah dan
meluasnyva wabah Cowvid-19
sehingga kehidupan di berba-
gal bidang akan benjalan nor-
mal kembali.

Harapan mengakhiri wa-
bah Covid-19 ini muncul keti-
ka dltemukannyi mLum de-
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nakan di Indonesia.

Namun, ternvata di
harapan berakhirnya pande-
mi Covid-19, muncul silang
pendapat dan berbagai ramor
liar tentang efektivitas vaksin
tersebut serta efek samping
vang ditimbulkannya sehing-

ga sebagian t su-
dah mulai ada vang bersuara
menolak untuk divaksin.

Yang mengejutkan lagi, pe-
merintah mengancam siapa
pun vang menolak untuk di-
vaksin, dengan sanksi pidana
berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 4 Tahun 1084

tentang Wabah Penyakit

Menular;
Sanksi pidana

Penggunaan sanksi pidana
terhadap suatu kebijakan
ataw suatu perbuatan berhu-
bungan erat dengan apa vang
dmd:utdenpnkchuakm kri-

pulm'k

Secara sederhana,

kriminal adalah suatu usaha
vang rasional dari masva-
rakat dalam menanggulangi
kejahatan, Biasanya politik

Sanksi Penolak Divaksin
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kriminal ini dapat terlihat
dann berbagai perundang-
undangan pidana.

Penggunaan sanksi pidana
sesungguhnya sebagai salah
satu bentuk respons atau re-
aksi terhadap kejahatan seka-
ligus upaya terakhir dalam
penanggulangan kejahatan,
setelah berbagai usaha maksi-
mal dan pemerintah.,

Secara nkadenm upaya ter-

medium. Hukum pldana di-
pergunakan sebagai senjata
pamungkas manakala bidang-
bidang hukum lain tidak da-
pat menanggulangi suatu ke-
jahatan.
Banyak faktor vang menga-
takan kenapa penggunaan
sanksi hukum pidana itu
haruslah merupakan senjata
pamungkas dalam penanggu-
langan kejahatan, misalnya
apakah bidang hukum lain
sudah dipergunakan secara
maksimal, apakah upava lain
nonhukum sudah.didayagu-
nakan, dan apakah penggu-
naan sanksi pidana itu sudah
dihitung dari sudut pandang
cost and benefit.
Penggunaan hukum pida-
na secara serampangan ha-
nya akan menimbulkan ma-
salah baru di berbagai bi-
dang, baik dalam hal peng-
hukuman, pembinaan napi,
dan yang lebih berbahaya
timbulnya kejahatan baru
atau kebi itu hanva akan
menimbulkan faktor krimi-

nogen (timbulnya kejahatan).

Administrasi
Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1984 bukan termasuk
rezim hukum pidana. Na-

mun, merupakan undang-
undang hukum administrasi
walaupun di dalamnya me-
ongandung sanksi pidana.

Pelanggaran terhadap un-
dang-undang ini tidak harus
dengan serta-merta diber-
lakukan sanksi pidana. Akan
tetapi, haruslah diperguna-
kan sanksi administrasi atau

\ksi perdata.
ministrasi dan sanksi perdata
akan lebih efektif dan efisien
daripada menggunakan sank-
si pidana. Selain memberi
edukasi kepada masyarakat
untuk berlaku tertib, juga
menghindari stigma buruk
pelaku di masyarakat. Hu-
kum pidana biarlah merupa-
kan prevensi general bagi
masyarakat yang berpotensi
melakukan kejahatan.

Apabila membaca dan
menelaah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1984 teruta-
ma dari politik hukum yang
diinginkan pemerintah, un-
dang-undang ini dimaksud-
kan untuk meningkatkan ke-
sehatan masyarakat setinggi-
tingginya dan menghilangkan
penghambat pembangunan.

Undang-undang ini dimak-
sudkan untuk melindungi
penduduk dari malapetaka
vang ditimbulkan wabah se-
dini mungkin, dalam rangka
meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk hidup se-
hat.

Kemudian kita baca keten-
tuan pidananya khususnya
pasal 14 ayat (1) yang ber-
bunyi: barang siapa dengan
sengaja menghalangi pelaksa-
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naan penanggulangan wabah
sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini dlancam
dengan pidana penjara sela-
ma-lamanya satu tahun dan
atau denda satu juta rupiah.

Dan dalam penjelasan
Pasal 14 ayat (1) ini ditegas-
kan, tindak pidana yang di-
maksud dalam pasal ini
adalah tindak pidana yang
hanya melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun
1984 berbunyi: upaya pe-
nanggulangan wabah meli-
puti penyelidikan epirde.mip-
]ﬁﬁh::an, perawatan dﬂiﬂ
0
penderita, termasuk tindakan
karantina, pencegahan dan
pengebalan, pemusnahan pe-
nyebab penyakiit, penangan-
an jenazah akibat wabah,
penyuluhan kepada masya-
rakat, dan upaya penanggu-
langan lainnya.

‘Unsur utama dari Pasal 14
ayat (1) ini adalah dengan
sengaja menghalangi. Apa itu
menghalangi tidak dijelaskan.
Hanya kalau melihat bebera-
pa doktrin dalam hukum pi-
dana, perbuatan menghalangi
itu adalah perbuatan jas-
mani/aktif.

Dengan demikian, perbuat-
an yang dapat dipidana ada-
lah perbuatan yang secara ak-
tif menghalangi secara lang-
sung upaya penanggulangan
wabah penyakit menular. Ja-

di perbuatan pasif tidaklah

masuk dalam ketegori Pasal
14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1984.
Penggunaan sanksi pidana
terhadap masyarakat yang
menolak divaksin haruslah
dipikirkan secara matang.
Penggunaan sanksi pidana
harus rnemperhankan tujuan
dari program tersebut, dan
perbuatan tersebut harus
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PILIH prioritas, jangan
setengah hati.
- Kudu fokus.

‘ psbb |

PSBB Jawa-Bali jangan | &
sekadar gimmick.
- Butuh konsistensi dﬂn

ketegasan.

vaksinasi |

KASUS kian naik, vak- |
sinasi minta dipem:pat. 7
- Tunggu vaksin, perke- |

merupakan perbuatan vang

tidak dikehendaki yaitu per-
buatan yang menimbulkan

kerugian bagi mas_s“mkat

serta harus mem

kapasitas dan kemampuan
daya kerja dari badan-badan
penegak hukum yaitu jangan
sampai ada kelampauan be-
ban tugas.

Opsi nonsanksi lebih me-

ngedepankan tindakan pen-
cegahan untuk terjadinva ke-
jahatan. Sasaran utamanya, -
menangani faktor-faktor kon-

dusif penyebab kejahatan itun,

na sebenarnya upaya

nunpenal}saukm ini
kan posisi
dari keselumhan upaya -
tik kriminal. o

i kunci dan strategis

Perlunya opsi nonsanksi

pidana dalam vaksinasi ma-
syarakat karena masih dira-
gukannva atau setidak-tidak-
nya tidak diketahui

jauh efektivitas penggunaan
sanksi pidana terhadap ma-
syarakat yang menolak untuk
i vaksin $ae
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